WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR {6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (64)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021,
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13
Tahun 2021, dalam hal pelaksanaan KKKPR untuk
kegiatan nonberusaha dan PKKPR untuk kegiatan
nonberusaha telah didelegasikan kepada gubernur,
bupati, atau wali kota, pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
atau perangkat daerah yang membidangi urusan
penataan ruang di provinsi, kabupaten, atau kota.

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang
' Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat
Tahun 1956 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
sebagaimana telah diubah dibeberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria
Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Menetapkan

13. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 44
Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
TATACARA PENYELENGGARAAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi
tugas tertentu di Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola
Ruang.

8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan penataan ruang.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis
memiliki hubungan fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budi daya.
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Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR
melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang
selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan
kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah
negara.

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang
selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah
rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan
perangkat operasional dari RTRWN.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang
selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci
dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan
strategi penataan ruang, rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, arahan Pemanfaatan Ruang,
arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta
pengelolaan kawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang
selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata
ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang
mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan
RTR KSN.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR
Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
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23. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah
dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada
kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum
diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas’
dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

24, Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi,
bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan
negara dan/atau sumber pendapatan negara yang
bersifat strategis.

25. Kebijakan yang Bersifat Strategis Nasional adalah
kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau
beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki
sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan dalam rangka
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan
pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

28. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.

29. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan
Perizinan Berusaha.

30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

34. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang
memiliki  kepentingan dalam = Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Masyarakat.
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